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1.1 Latar Belakang 
Indonesia telah beralih dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi sebagai upaya untuk 
menciptakan good governance. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 
25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Desentralisasi merujuk pada 
suatu upaya restrukturisasi atau reorganisasi dari kewenangan yang menciptakan  tanggung jawab 
bersama di antara lembaga-lembaga di dalam governance baik di  tingkat pusat, regional maupun 
lokal sesuai dengan prinsip saling menunjang yang diharapkan pada akhirnya adalah suatu kualitas 
dan efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan 
dan kemampuan dari governance di tingkat lokal (UNDP, 1997). 
Selain desentralisasi, upaya lainnya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Di 
dalam situsnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen 
PAN dan RB) menyatakan bahwa: “Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk 
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 
terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) 
dan sumber daya manusia aparatur.” Di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi dengan mengacu kepada 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan 
seterusnya, sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. 
Reformasi birokrasi dilakukan untuk dapat mewujudkan good governance dan clean 
government sebagai perwujuduan dari penerapan konsep New PublikManagement (NPM). Konsep 
NPM yang diusulkan oleh Christopher Hood (1991) menganut tujuh prinsip dasar, yaitu 
profesionalisme dalam manajemen sektor publik, menggunakan ukuran kinerja dan standar 
kinerja, penekanan pada output dan outcome control, desentralisasi, mengadopsi mekanisme pasar 
dalam sektor publik, mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor publik, dan 
disiplin dalam menggunakan sumber daya publik. 
Salah satu hal yang ditekankan dalam reformasi birokrasi, yaitu akuntabilitas kinerja 
pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 
pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003). 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan 
instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud 
adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. Format laporan keuangan ini yang sajikan oleh pemerintah ini sangat berbeda dengan 
format laporan keuangan yang lalu. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D di masa 
lalu, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah hanyalah terdiri dari laporan relisasi 
anggaran saja. Fenomena ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas laporan keuangan yang 
disajikan oleh pemerintah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.  
Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian 
mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan 
pemerintah. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan 
yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta 
kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan 
pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji 
laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. 
Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan 
bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas 
bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat 
keputusan ekonomi, sosial maupun politik. 
Efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dalam penyusunan laporan keuangan 
saat ini berhadapan serius dengan dengan meningkatnya penipuan dalam masyarakat kita. Untuk 
memastikan akuntabilitas, penipuan harus dipandang sebagai ancaman nyata untuk pemerintahan 
yang baik, manajemen yang efektif dan kemajuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Penipuan 
dalam hal praktis, mengacu pada situasi dimana akuntabilitas suatu entitas terganggu. Penipuan 
bagian dari konsep yang lebih luas dari korupsi. Definisi hukum mungkin 
mempertimbangkanpenipuan sebagai bentuk penyimpangan yang melibatkan penggunaan 
penipuan kriminal untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. 
Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mendapat opini WTP dari BPK 
selama 4 tahun berturut-turut. Tercatat, Pemprov Riau mendapat opini WTP sejak tahun 2012. 
Namun mirisnya, meski empat kali mendapat opini WTP, Kepala Daerah Riau justru paling sering 
berurusan dengan KPK. Tiga kali berturut Gubernur Riau jadi tersangka kasus korupsi di KPK. 
Saleh Djasit yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 1998-2003 menjadi Gubernur Riau 
pertama yang terjerat KPK. Dia terjerat kasus korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran. 
Setelah itu ada Rusli Zainal yang menjabat sebagai Gubernur Riau selama dua periode, yakni 
2003-2008 dan 2008-2013. Rusli juga jadi tersangka KPK di kasus korupsi pembangunan venue 
PON dan suap terhadap anggota DPRD. Yang terakhir adalah Annas Maamun yang menjabat 
sebagai Gubernur Riau periode 2013-2018. Annas Maamun ditangkap saat menerima suap terkait 
pengurusan perizinan alih fungsi lahan hutan. Dia juga terjerat kasus korupsi pembahasan APBD 
Riau. (www.detik.com) 
Hal ini sesuai dengan pendapat Okafor (1986), "terjadi penipuan ketika seseorang dalam 
posisi kepercayaan dan tanggung jawab, yang menyimpang dari norma-norma yang ditentukan, 
melanggar aturan untuk memajukan nya kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan 
publik yang ia telah dipercayakan untuk menjaga dan mempromosikan”. Unsur umum pada 
sebagian besar definisi fraud adalah penggunaan tipuan. Manajemen keuangan harus menganalisis 
kondisi yang mengarah ke penipuan sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dan langkah-
langkah prosedural untuk mengendalikan atau mencegah kejadian tersebut. 
Dengan menggunakan studi literatur Ilustrasi  faktor  risiko  kecurangan  dari standar 
kecurangan yang ada (yakni SAS 99, ISA 240, TSAS 43) didasarkan pada teori segitiga 
kecurangan yang dicetuskan oleh Cressey pada tahun  1953  (Lou dan Wang, 2009)  dalam 
makalahnya yang berjudul Other  People’s  Money: A Study in the Social Psychology of 
Embezzlement. Melalui serangkaian wawancara dengan 133 orang yang dihukum karena 
melakukan penggelapan, Cressey (1953) mengkategorikan terdapat kondisi yang selalu hadir 
dalam fraud perusahaan, yakni sebagai berikut. 
1.  Tekanan/motif  
2.  Kesempatan  
3.  Sikap/rasionalisasi 
Wolfe dan Hermanson (2004, dalam Kennedy dan Shiddiq 2014) menyatakan masih 
terdapat satu faktor tambahan dalam teori fraud triangle diatas, yaitu capability. 
Dlakwa (1902) dalam “Accountability in Government” memberikan kerangka konseptual 
dari akuntabilitas yang dikenal dengan “The Model Accountability Triangle”. Model ini 
merepresentasikan mengenai hubungan segitiga antara berbagai komponen dari akuntabilitas. 
Komponen dari akuntabilitas tersebut adalah Transparency, Responsibility, dan Responsiveness. 
Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Adeoti dan Adefila (2006) menyatakan 
bahwa adanya keterkaitan antara komponen akuntabilitas terhadap pencegahan dan pengendalian 
fraud. Dalam penelitian kali ini, penulis merujuk pada model Accountability Triangle dengan 
menggunakan pemerintah daerah sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini mencoba untuk 
memberikan bukti empiris tentang hubungan komponen akuntabilitas terhadap faktor risiko fraud 
pada entitas sektor publik.  
Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian pada Pemerintah 
daerah di Indonesia dengan judul “Akuntabilitas dan Faktor Risiko Fraud pada Pemerintah 
Daerah di Indonesia”. 
 
